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A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat arif dan bijaksana dalam memberikan
pelajaran untuk menyikapi persoalan hidup. Allah SWT yang
telah menjadikan manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada
di alam semesta ini tidak dibiarkan begitu saja, namun senantiasa
mengingatkan akan adanya batas akhir dari sebuah kehidupan dan
peningkatan  kualitas  kehidupan, sehingga problematika
kehidupan merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap individu,
klompok, lembaga, dan Negara. Keberadaan problem ini sengaja
diciptakan oleh Allah SWT sebagai sarana evaluasi dan
intropeksi diri agar tidak lengah dalam menjalani kehidupan, juga
untuk meningkatkan ketauhidan dan kedewasaan berfikir umat
manusia. Berbagai macam problematika kehidupan sudah hampir
dirasakan oleh semua manusia, tidak terkecuali sebuah bangsa
yang sedang berkembang dan mencari jati dirinya untuk

membentuk sebuah negara yang bisa mensejahterakan dan



memakmurkan rakyatnya.* Allah SWT berfirman dalam surat Al-

Bagarah ayat 155.
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“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan
berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar.

Islam mengaturnya sedemikian rupa sehingga harta
kekayaan itu tetap berada dalam peredaran yang merata dan tidak
tertumpuk atau tertahan dalam tangan-tangan pribadi. Islam
mendorong orang agar menafkahkan sebagian harta kekayaan
(yang merupakan kelebihan dari kebutuhan), kepada fakir miskin
dalam masyarakat, semata-mata karena mengharapkan rida Allah

SWT. Kemudian, Islam mewajibkan pembayaran zakat atas harta

kekayaan yang berlebih untuk kepentingan kaum fakir miskin.?

! Asep Ramadhan Hidayat, Islam Sebagai Jawaban Terhadap
Problematika Kebangsaan dan Keumatan, (Bandung: Universitas Islam
Bandung 2016), h. 3

2 Kementrian Agama RI Direktorat Urusan Agama Islam, Al-Qur’an
dan Terjemahnya, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2022)

® Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi
Islam Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2014), h. 28-30



Kemiskinan dalam ekonomi Islam lebih kompleks dan
mendekati realita jika dibandingkan dengan kemiskinan yang ada
dalam ekonomi konvensional, kemiskinan dalam ekonomi Islam
tidak melulu masalah duniawi saja tapi juga masalah ukhrawi,
meskipun ada juga beberapa persamaan dengan ekonomi
konvensional untuk pemaknaan kemiskinan material. Yang
paling penting adalah, Islam sebagai agama yang pertengahan
juga memerangi kemiskinan. Berbeda dengan motif ekonomi
konvensional yang berangkat dari sebab bahwa kemiskinan
merupakan penghambat pertumbuhan ekonomi sebagaimana
diungkapkan di atas, dalam Islam “permusuhan” terhadap
kemiskinan berangkat dari rasa cinta atau mahabbah kepada
Allah, kemudian pengharapan atau roja’ terhadap rahmat serta
ampunan Allah, dan rasa takut atau khouf pada siksa dan azab
dari Allah, yang ketiganya ini merupakan implementasi dari
pengesaan terhadap Allah.*

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tingkat angka
kemiskinan di Indonesia periode Maret 2010 sampai dengan

Maret 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

* Muhammad Igbal, “Konsep Pengentasan dalam Ekonomi Islam”,
Jurnal Dinamika, Vol. 5, No.2, (2017).



Gambar 1.1
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia
2010-2020
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Sumber: Badan Pusat Statistik 2021°

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa secara
umum, pada periode Maret 2010 sampai dengan Maret 2021,
tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari
sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September
2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020. Kenaikan
jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September
2013 dan Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang
kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar

minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase

® Badan Pusat Statistik,”Presentase Penduduk Miskin Maret 20217,
www.bps.go.id, (2021), diakses pada tanggal 07 November pukul 16.14 WIB.


http://www.bps.go.id/

penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020
disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda
Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten,
angka kemiskinan Kabupaten/Kota priode 2014 sampai dengan
2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi
Banten 2014-2020 (Ribu Jiwa)

Kabupaten/Kota | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Kab Pandeglang | 113,14 | 124,42 | 115,90 | 117,31 | 116,16 | 114,09 | 120,44
Kab Lebak 115,83 | 126,42 | 111,21 | 111,08 | 108,81 | 107,93 | 120,83
Kab Tangerang 173,10 | 191,12 | 182,52 | 191,62 | 190,05 | 193,97 | 242,16
Kab Serang 71,38 | 74,85 | 67,92 | 69,10 | 64,46 | 61,54 | 74,80

Kota Tangerang 98,76 | 102,56 | 102,88 | 105,34 | 103,49 | 98,37 | 118,22
Kota Cilegon 15,53 | 16,96 | 14,90 | 14,89 | 13,96 | 13,20 | 16,31

Kota Serang 36,18 | 40,19 | 36,40 | 36,97 | 36,21 | 36,21 | 42,24
Kota Tangerang 25,29 | 25,89 | 26,38 | 28,73 | 28,21 | 29,16 | 40,99

Selatan

Provinsi Banten | 649,19 | 702,40 | 658,11 | 675,04 | 661,36 | 654,46 | 775,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

® Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, “Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten/Kota”, www.bps.go.id, diakses pada tanggal 20 Mei 2022 pukul
16.20 WIB



http://www.bps.go.id/

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penduduk
miskin di provinsi banten mengalami peningkatan yang
signifikan, terlihat pada dua tahun terakhir angka kemiskinan
Provinsi Banten pada tahun 2018 yaitu 661,36, namun pada tahun
2019 mengalami penurunan sebesar 654,46, namun pada 2020
angka kemiskinan semakin melonjak tinggi menjadi 775,99.

Hal tersebut tentu menjadi permasalahan yang sangat
serius dengan semakin meningkatnya angka kemiskinan dari
tahun ke tahun. Ini membuktikan pemerintah belum mampu
mengentaskan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Banten.
Pada perkembangan tujuan pembangunan yang berkelanjutan,
terutama di Indonesia, pemerintah merumuskan kebijakan yaitu
Sustainable Development Goals (SDGs). Misalnya pengentasan
kemiskinan, kelaparan, pendidikan berkualitas, DII. Salah satu
tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu menghapus
segala bentuk kemiskinan yang ada di Indonesia, serta
mensejahterakan ekonomi masyarakat termasuk Provinsi Banten.

Faktanya, tingginya jumlah penduduk miskin maupun

presentase kemiskinan di Indonesia menunjukan bahwa



penanganan yang dilaksanakan pemerintah untuk masyarakat
miskin  belum mampu untuk menjangkaunya sehingga
penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh,
yang berarti menyangkut seluruh penyebab kemiskinan.

Provinsi Banten merupakan salah satu contoh provinsi
yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan perlu
dilakukan upaya-upaya dalam penanggulangan kemiskinan.
Tingginya angka kemiskinan di Provinsi Banten membuat
Provinsi Banten terus dilanda permasalahan kemiskinan. Seperti
tidak  berusaha untuk bekerja dalam  meningkatkan
produktivitasnya sehingga menimbulkan tingginya tingkat
pengangguran, dan rendahnya Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) di Provinsi Banten.

Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Banten
merupakan masalah yang sangat serius. Dimana penduduk yang
padat, tingginya tingkat pengangguran, maka akan menimbulkan
tingginya angka kemiskinan, serta mempengaruhi rendahnya
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di berbagai daerah

yang ada di Provinsi Banten. Maka perlu dikaji secara mendalam



tentang bagaimana peran pemerintah dengan menyelaraskan salah
satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu
menghapus segala bentuk kemiskinan dalam mensejahterakan
perekonomian masyarakat di Provinsi Banten.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan
korelasi dan perbedaan antara kemiskinan, dengan pengangguran
dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Eliza dalam
penelitiannya menjelaskan bahwasannya dengan meningkatnya
Pendapatan Regional suatu daerah maka akan mengurangi tingkat
kemiskinan di kota tersebut.” Hilmawan Yudistira Dama, Agnes
L Ch Lapian, dan Jacline I. Sumual dalam penelitiannya bahwa
distribusi yang adil dan merata dari hasil pertumbuhan-
pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan
berdampak pada terciptanya pembangunan di segala sektor
lapangan pekerjaan dan berpotensi mengurangi tingkat

kemiskinan.® Namun hal ini berbeda dan tidak sejalan dengan

Eliza,”Kajian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat
Kemiskinan”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, VVol.19, No.2, Juli
(2017)

® Hilmawan Yudistira Dama, Agnes L Ch Lapian, Jacline I. Sumual,
“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat



Penelitian Rusdarti dan Resta karolina Sebayang, bahwa
pengangguran tidak berpengaruh signifikan secara statistik
terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Artinya
indikator kemiskinan yang terjadi bukan di sebabkan oleh tingkat
pengangguran melainkan oleh indikator lain. Uray Dian Novita
dan Nur Istigamah Produk Domestik Regional Bruto tidak
berpengaruh terhadap Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten
Sambas. Menunjukan bahwa semakin tinggi Produk Domestik
Regional Bruto maka tingkat kemiskinan tidak berkurang secara
signifikan.*

Berdasarkan permasalahan-permasalahan dan fakta pada
latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan
penelitian yang berjudul: “Pengaruh Pengangguran Dan
Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan
Persepektif Ekonomi Islam di Provinsi Banten Periode 2014-

2020”.

Kemiskinan di Kota Manado”, Jurnal Berkala limiah Efisiensi, Vol. 16, No.
03, (2016)

° Rusdiarti dan Lesta Karolina Sebayang, “Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”, Jurnal
Ekonomia, Vol. 9, No. 1 (April 2013). h. 9

10 Uray Dian Novita dan Nur Istiqgamah, “ Pengaruh PDRB,
Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sambas”,
Jurnal Manajemen Moativasi, Vol. 13, No. 1, (Juni 2017), h. 819
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di
paparkan diatas maka masalah yang dapat di identifikasi adalah:
1. Kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Provinsi
Banten
2. Tingginya pengangguran di Provinsi Banten
3. Rendahnya produk domestik regional bruto di Provinsi
Banten
4. Tingginya angka kemiskinan di Provinsi Banten

5. Periode penelitian dari tahun 2014-2020

C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka masalah-
masalah yang akan dikaji dan diteliti dibatasi seputar faktor-

faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Banten.

D. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
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1. Apakah pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di
Provinsi Banten?

2. Apakah pengaruh Produk Domestik Regional Bruto
terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten?

3. Apakah Pengaruh Pengangguran dan Produk Domestik
Regional Bruto secara simultan terhadap Kemiskinan di

Provinsi Banten?

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Pengangguran terhadap kemiskinan
di Provinsi Banten

2. Menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto
terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten

3. Menganalisis pengaruh  Pengangguran dan Produk
Domestik Regional Bruto secara simultan terhadap

Kemiskinan di Provinsi Banten
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F. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu menambah
khasanah ilmu pengetahuan baik bagi peneliti maupun
pembaca, serta mampu memberikan sumbangan pemikiran
dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan
penelitian terkait variabel serupa.
2. Secara Praktis
a) Bagi Pemerintah sebagai regulator, hasil dari penelitian
ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan saran
agar terhindar dari kemiskinan sehingga terciptanya
perekonomian masyarakat yang sejahtera.
b) Bagi Masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan
mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik agar

terhindar dari kemiskinan.

G. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang
bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir
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yang baik akan menjelaskan teoritis pertautan antara variabel
yang akan diteliti.'*

Kerangka yang akan peneliti ambil dalam penelitian ini
adalah Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten di pengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain adalah Pengangguran, (PDRB) Produk
Domestik Regional Bruto (ADHK). Variable tersebut sebagai
variable independent dan bersama-sama dengan variable
dependen yaitu kemiskinan di ukur dengan alat analisis regresi
berganda untuk mendapatkan signifikansi. Untuk memudahkan
dalam kegiatan penelitian ini serta memperjelas faktor-faktor apa
saja yang mempengaruhi kemiskinan dapat di lihat dalam gambar
kerangka pemikiran di bawah ini:

Gambar 1.2.

Kerangka Pemikiran

Pengangguran (X,)

\ Kemiskinan ()
Produk Domestik /—
Regional Bruto (PDRB)

(X2)

—

1 sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2016), h.64
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Menurut Parsudi Suparlan, kemiskinan adalah suatu
standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu standar
tingkat hidup yang kekurangan materi pada suatu klompok
masyarakat di bandingkan dengan standar kehidupan yang umum
berlaku dalam masyarakat bersangkutan.*?

Menurut Sudrajad (1999), pengangguran dapat diatasi
dengan menempatkan penganggur dalam lapangan pekerjaan.
Untuk mempekerjakan para tenaga penganggur tersebut harus di
ciptakan lapangan kerja baru. Penciptaan lapangan kerja baru
sebenarnya telah di lakukan oleh pemerintah dan swasta. Namun,
jumlah lapangan kerja yang di ciptakan tersebut masih relatif
kecil jika di bandingkan dengan jumlah pengangguran yang ada.
Kontinuitas dalam menciptakan lapangan kerja baru yang telah di
sponsori oleh pemerintah dan swasta tersebut perlu di tingkatkan
terus.™

Menurut jufriadi ( 2015), PDRB menjadi salah satu faktor

penentu dalam kemiskinan, karna PDRB merupakan refresentasi

2 parsudi Suparlan, kemiskinan di perkotaan: Bacaan Untuk
Antrpologi Perkotaan,(Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia,
1984), h. 12.

¥ Sudrajad, Kiat Mengentaskan Pengangguran Melalui

Wirausaha, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 10.
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dari bertambah kesejahtraannya kehidupan masyarakat yang di
tandai dengan pendapatan perkapita yang semakin meningkat.
Semakin besar laju pertumbuhan ekonomi maka perekonomian
akan semakin dinamis dan masyarakat mendapatkan kesejahtraan

dalam memenuhi kebutuhan sehari hari.**

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyusun
beberapa sub bab diantaranya adalah:
BAB | : PENDAHULUAN, Bab ini meliputi latar belakang
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka
pemikiran, dan sistematika penulisan.
BAB Il : KAJIAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang landasan
teori-teori sebagai hasil study pustaka. Teori yang didapat akan
menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh
penulis, penelitian terdahulu yang relevan dan hipotesis

penelitian.

4 Jufriadi,”Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kemiskinan di
Kabupaten Sampang Madura” Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 13, No. 2,
(2015)
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BAB 11l : METODOLOGI PENELITIAN, Bab ini meliputi
waktu dan tempat penelitian, jenis metode penelitian, populasi
dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan
pengolahan data, serta teknis analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab
ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan
hasil penelitian dari analisis data yang digunakan dalam
penelitian.

BAB V : PENUTUP, Bab ini meliputi kesimpulan dan saran-
saran dari hasil

penelitian yang diperoleh.



